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Menjelaskan Latar Belakang dan Tujuan 
dari Pengaturan Terbaru PPh 21

Latar Belakang dan 
Tujuan 



Latar Belakang (1)
Tahun 2022 ke belakang, belum ada perubahan yang signifikan tentang Pajak 
Penghasilan Karyawan (Pajak Penghasilan Pasal 21). Sudah bertahun-tahun, 
cara menghitung PPh 21 itu sama, yaitu seperti:
1. Menggunakan tarif pasal 17 (progresif) untuk perhitungan bulanan dan 

tahunan pegawai.
2. Jika karyawan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 21-nya naik 20%.
3. Menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21, dimana perbulannya hanya 

memasukkan jumlah pegawai, jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh 
21 terutang. Nanti secara tahunan, baru diinputkan secara detail 
penghasilan dan PPh 21 karyawan tersebut.

4. Natura dan Kenikmatan bukan Objek Pajak PPh pasal 21 dan tidak dapat 
dikurangkan menjadi biaya perusahaan secara fiskal.

Namun semuanya itu berubah ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan dan aturan-aturan turunannya terbit dan mulai berlaku. 



Di tahun 2024 ini, sudah berlaku era baru PPh 21, dimana:
1. Menggunakan tarif efektif untuk perhitungan bulanan dan tarif pasal 17 

(progresif) untuk perhitungan tahunan pegawai.
2. Adanya perubahan cara perhitungan untuk jenis-jenis pegawai yang lain.
3. Tidak ada lagi tarif PPh 21 naik 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Semua 

penerima penghasilan harus diinput menggunakan NIK, baik NIK tersebut 
sudah diaktivasi menjadi NPWP maupun belum.

4. Menggunakan aplikasi e-Bupot PPh 21, dimana harus rinci untuk 
memasukan penghasilan setiap pegawai penerima penghasilan. Tapi, 
aplikasi e-Bupot PPh 21 hanya digunakan untuk tahun pajak 2024.

5. Natura dan Kenikmatan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 dan dapat 
dikurangkan menjadi biaya perusahaan secara fiskal.

Dan di tahun 2025 sudah mulai menggunakan aplikasi Coretax DJP, yang akan 
menggantikan eBupot PPh 21/26. eBupot PPh 21/26 hanya berumur 1 tahun.

Latar Belakang (2)



Dasar Hukum
PP 58 Tahun 2023

“PP 58 mengatur tentang tarif efektif bulanan & harian”



Dasar Hukum
PMK 168 Tahun 2023

“PMK 168 mengatur tentang cara menghitung yang baru”



Dasar Hukum
PER-2/PJ/2024

“PER 2 mengatur tentang formulir PPh 21 terbaru”



Dasar Hukum
PER-5/PJ/2024

“PER 5 mengatur tentang formulir 1721-A3 untuk PNS yang 
sebenarnya sama saja dengan form 1721-VIII bagi pegawai swasta”



Dasar Hukum
PER-6/PJ/2024

“PER 6 mengatur tentang penggunaan tampilan NPWP 16 digit di 
beberapa formulir perpajakan, termasuk di aplikasi eBupot PPh 21”



Latar Belakang 
Pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan 
yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi 
perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan 
kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dasar Hukum 
Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan: “Tarif Pemotongan 
atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali 
ditentukan lain dengan Peraturan Pemerintah”.



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal



Tujuan 
1. Memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak 
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya
3. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi 

perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel 
dapat terwujud.



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal
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Mengenal Dampak dan Struktur PP 58 
Tahun 2023 & PMK 168 Tahun 2023

Dampak dan Struktur 
Peraturan 



Dampak
Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan 
penerapan tarif efektif.

Penerapan Tarif Efektif Bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan 
dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain 
Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di 
Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 
UU PPh seperti ketentuan saat ini.

Bagi Bukan Pegawai, tidak lagi ada istilah “Berkesinambungan” dan 
“Tidak Berkesinambungan”. Semuanya di-reset setiap bulan.



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal



Struktur Peraturan Pemerintah 58 tahun 2023 

 
      Pasal 1 Definisi 

      Pasal 2 Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif 
      Pasal 3 Subjek Pajak Penerima Penghasilan

 
      Pasal 4 Pencabutan Pasal 2 ayat (2) PP-80/2010
      Pasal 5 Pemberlakuan 1 Januari 2024 

BAB I – Ketentuan Umum  

BAB II – Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan 

BAB III – Ketetapan Penutup  



Struktur PMK 168 Tahun 2023 
BAB PASAL

Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1

Bab II – Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan Pasal 2 - 4

Bab III – Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan 
Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

Pasal 5 - 7

Bab IV – DPP PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau 
Kegiatan dan Pengurangan yang Diperbolehkan

Pasal 8 - 12

Bab V – Tarif Pemotongan Pasal 13 - 14

Bab VI – Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, 
Jasa, atau Kegiatan

Pasal 15 - 16

Bab VII – Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, 
Anggota Polri, dan Pensiunannya

Pasal 17 - 18

Bab VIII – Saat Terutang dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

Pasal 19 - 23

Bab IX – Ketentuan Penutup Pasal 24 - 25

Lampiran A, B, dan C
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Mengenal Tarif Pemotongan PPh 21 
Bulanan & Harian

Tarif Pemotongan PPh 21 
(TER Bulanan & Harian)



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal

C



Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 

Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan



2. Tarif Efektif Bulanan 

TER A = PTKP : TK/0 (54 Juta), TK/ 1 & K/0 (58,5 Juta)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1  (63 Juta), TK/3 & K/2 (67 Juta)

TER C = PTKP : K/3  (72 Juta)

3. Tarif Efektif Harian



TER A = PTKP : TK/0 (54 Juta), TK/ 1 & K/0 (58,5 Juta)



TER B = PTKP : TK/2 & K/1  (63 Juta), TK/3 & K/2 (67 Juta)



TER C = PTKP : K/3  (72 Juta)



04

Membahas Overview Peraturan & 
Skema To Be (Terbaru)

Overview & 
Skema To Be



Overview Skema Perhitungan PPh Pasal 21 To Be



Resume Skema PPh 21 To Be



Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar 
Pengenaan Pajak dan Tarif



Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar 
Pengenaan Pajak dan Tarif



Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap 



Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap 



Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap 



Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap



Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap



Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Lebih dari 2,5 juta → Tarif Ps 17 x 50% x Ph Bruto 



Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Skema Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai 

Tidak ada lagi “berkesinambungan” dan 
“tidak berkesinambungan”.



Detail Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai 



Penegasan Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai

Influencer, Content Creator, 
Selebgram, Blogger, Vlogger dan 
sejenis lainnya, masuk ke dalam kriteria 
“Bukan Pegawai”.



Skema Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai 
1. Tidak ada lagi istilah “berkesinambungan” dan “tidak berkesinambungan”.
2. Sekarang di-reset setiap bulan dalam menghitung PPh 21 Bukan Pegawai.
3. Jadi fokuslah dalam yang diterima sebulan, dikalikan 50%, baru itulah 

menjadi DPP yang dikalikan Tarif Pasal 17.
4. Contoh: 

a. Bulan Januari 2024, Bukan Pegawai X mendapatkan penghasilan 100 
juta, maka dikalikan 50% menjadi 50 juta. 50 juta masih masuk ke dalam 
lapisan 5%. Maka 5% x 50 juta, atau 2.5% x 100 juta.

b. Bulan Februari 2024, Bukan Pegawai X mendapatkan penghasilan 200 
juta. Yang dihitung hanya dari 200 juta, 100 juta di bulan Januari sudah 
tidak perlu dipikirkan. Maka 50% dikalikan 200 juta menjadi 100  juta. 
100 juta sudah masuk ke dalam lapisan 5% dan 15%. Maka cara 
menghitungnya adalah 5% x 60 juta dan 15% x 40 juta, atau 2.5% dikali 
120 juta dan 7.5% dikali 80 juta.



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Skema Perubahan PPh 21 Subjek Lainnya



Detail Perubahan PPh 21 Subjek Peserta Kegiatan



Detail Perubahan PPh 21 Subjek Peserta 
Menarik Uang Pada Dana Pensiun



Detail Perubahan PPh 21 Subjek Mantan Pegawai Menerima 
Bonus atau Imbalan Lainnya Tidak Teratur



Detail Perubahan PPh 21 Subjek Komisaris



Detail PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Sama Seperti 
Sebelumnya



Membahas Contoh Perhitungan PPh 21 

Terbaru
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Contoh Perhitungan 



Contoh Perhitungan 



Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 
Rp10.000.000,00 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan 
R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0). 

Contoh Perhitungan Dibandingkan Ketentuan Sebelumnya



Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima 
pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan 

Pensiunannya. 

Contoh Pegawai Tetap Januari-Desember 



Contoh Pegawai Tetap September-Desember 



Contoh Pegawai Tetap Januari-Agustus 



Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus 
penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U 
menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00. 

Contoh Bukan Pegawai 



Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas 
setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai 

bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan 
dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari 

praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut: 

     Pembahasan

Contoh Bukan Pegawai (Dokter) 



Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut: 

Catatan :
1. Rumah Sakit ABC membuat 

bukti pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan 
R setiap bulan.

2. Tuan R wajib melaporkan 
penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari Rumah Sakit ABC 
dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Tahun Pajak 2024.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
telah dipotong oleh Rumah Sakit 
ABC merupakan kredit pajak 
dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan 
R

Contoh Bukan Pegawai (Dokter) 



Contoh Pegawai Tidak Tetap



Penghasilan Dibayar Bulanan

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada 

perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus 

tidak menikah dan tidak memiliki 

tanggungan (TK/0). Tuan N menerima atau 

memperoleh penghasilan yang dibayarkan 

secara bulanan berdasarkan hasil panen 

yang diperolehnya. Selama tahun 2024, 

Tuan N menerima atau memperoleh 

penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 

sebagai berikut: 

Contoh Pegawai Tidak Tetap



Contoh Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang Menerima 
atau Memperoleh Penghasilan Secara Tidak Teratur 

Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau 
memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah 

dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau 
memperoleh honorarium sebesar Rp60.000.000,00.



Contoh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Pegawai 
yang Menarik Dana Pensiun 

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang

diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan

April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang 

manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali 

melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00.
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Memberikan Tips, Kesimpulan dan Saran 
dalam Menjalankan Era Baru PPh 21

Tips, Kesimpulan dan 
Saran



Tips Sukses Menjalankan Era Baru PPh 21

Tips untuk Pegawai Tetap : 
1. Tentukan status PTKP masing-masing karyawan per tahun 2024 (TK/0 

sampai TK/3 dan K/0 sampai K/3)
2. Menentukan penghasilan bruto per bulan, dimulai dari bulan Januari 

sampai seterusnya 
3. Menentukan sang karyawan menggunakan tarif efektif yang mana (A, B 

atau C) 
4. Silakan gunakan worksheet yang ada ataupun menggunakan cara yang lain. 

Jika ingin membuat sendiri juga dipersilakan. 
5. Menghitung menggunakan tarif efektif bulanan tidak dibulatkan ke 

ribuan ke bawah (melainkan Rounddown, 0) untuk penghasilan kena 
pajak. Menggunakan tarif pasal 17 untuk menghitung tahunan baru 
dibulatkan ke ribuan ke bawah (Rounddown, -3).



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Elemen Penghasilan Bruto Pegawai Tetap

Elemen Penghasilan Bruto
1. Gaji, Lembur, Segala Jenis 

Tunjangan termasuk Tunjangan 
Pajak

2. Bonus, THR, komisi, penghasilan 
tidak teratur lainnya

3. Iuran JKK/JKM/JPK/Asuransi yang 
dibayarkan pemberi kerja

4. Natura & Kenikmatan, 
sebagaimana diatur pada PMK 66 
Tahun 2023



Tidak Termasuk Elemen Penghasilan Bruto 
Pegawai Tetap



Pengurang Penghasilan Bruto

Dasar Hukum Terbaru untuk Zakat & Sumbangan Keagamaan yang 
Sifatnya Wajib: PER-3/PJ/2023



Dasar Hukum Terbaru untuk Zakat & Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya 
Wajib: PER-3/PJ/2024

Catatan: Bisa 
menjadi pengurang 
penghasilan bruto 
hanya apabila 
disumbangkan ke 
lembaga-lembaga 
yang diatur di dalam 
PER-3 ini. Jadi tidak 
bisa menjadi 
pengurang bila 
disumbangkan ke 
lembaga (atau 
individu) yang tidak 
diatur didalam 
peraturan ini.



Ketentuan Terbaru PPh 21 

Dasar Hukum: PMK-9/PMK.03/2018

Pasal 20 PMK 168 Tahun 2023



Ketentuan Terbaru PPh 21 - Dikembalikan & 
Dikompensasikan

Kata Kunci : Dikembalikan & Diperhitungkan
      (Dikompensasikan)



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Sumber: Tax Centre FIA UI & Ibu Ning Rahayu



Kesimpulan / Mind Map / Cheat Sheet
Penerima Penghasilan Ketentuan Terbaru

Pegawai Tetap & Pensiunan
Serta PNS/TNI/POLRI

● Selain masa pajak terakhir → Tarif Efektif Bulanan
● Masa pajak terakhir → PhKP Setahun x Tarif Ps. 17

Dewan Komisaris/Pengawas ● Diterapkan setiap Masa Pajak → Ph Bruto x TER Bulanan (Tidak Kumulatif)

Pegawai Tidak Tetap ● Tidak dibayar bulanan → 0-450rb per hari → Ph Bruto sehari x 0%
● Tidak dibayar bulanan → 450rb-2,5jt per hari → Ph Bruto sehari x 0,5%
● Tidak dibayar bulanan → Diatas 2,5jt per hari → Ph Bruto sehari x 50% x Tarif Ps. 17
● Dibayar bulanan → Ph bruto bulanan x TER Bulanan

Bukan Pegawai ● Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x 50% x Tarif Ps. 17 (Tidak Berkesinambungan)

Peserta Kegiatan ● Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x Tarif Ps. 17 (Sama seperti sebelumnya)

Peserta Program Pensiun atas 
uang manfaat yang diambil 
sebagian

● Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x Tarif Ps. 17 (Tidak Kumulatif)

Mantan Pegawai atas imbalan 
yang bersifat tidak teratur

● Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x Tarif Ps. 17 (Tidak Kumulatif)

WP OP Luar Negeri ● Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x 20% atau Tarif P3B (Bersifat Final) 
(Sama seperti sebelumnya)



Saran Dalam Menjalankan Era Baru PPh 21
1. Tentukan ada jenis pegawai apa saja yang ada di perusahaan. Apakah hanya ada pegawai tetap, 

atau ada juga bukan pegawai, pegawai tidak tetap, dewan komisaris dan sebagainya.

2. Tentukan cara menghitung untuk masing-masing jenis pegawai yang dimiliki perusahaan.

3. Tentukan apakah mau menggunakan Zakat & Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib 

sebagai pengurang penghasilan bruto.

4. Lakukan sosialisasi kepada pegawai tentang tata cara menghitung PPh 21 yang terbaru ini 

(terutama bagi yang tidak ada tunjangan pajak).

5. Laporkan SPT Masa PPh 21 setiap bulan, walaupun PPh-nya nihil.

6. Tentukan status PTKP Pegawai Tetap per tanggal 1 Januari 2024.

7. Menghitung PPh 21 atas Pesangon masih belum diatur di PP ini (berarti masih sama). Terakhir 

masih diatur pada PP 68 Tahun 2009.



Tambahan :
Cara Menghitung 
PPh Pesangon
Masih Sama

PP 68 Tahun 2009



Tambahan: Bagaimana jika tidak memiliki NPWP?

Penjelasan:
1.Di PMK dan PP tidak mengatur contoh kalau tidak punya NPWP, naik 20 persen. Berarti kita harus balik ke UU PPh.
2.Di UU PPh, pasal 21 ayat 5 mengatur tentang tarif pasal 17 dan tarif pengecualian. Tarif pengecualian (TEB & TEH) ini yang 

sudah diatur oleh PP 58. Sehingga, menurut saya, berarti TEB & TEH juga termasuk dalam ayat 5 ini.
3.Kemudian di UU PPh pasal 21 ayat 5a mengatakan bahwa "sebagaimana dimaksud di ayat 5" & "kalau ga punya NPWP" 

berarti naik 20 persen.
4.Sehingga kesimpulannya, karena TEB & TEH juga termasuk dalam ayat 5, berarti TEB & TEH kalau karyawannya ga punya 

NPWP, berarti tetap naik 20 persen.
FYI, TEB = Tarif Efektif Bulanan, TEH = Tarif Efektif Harian
Di aplikasi eBupot PPh 21/26 sudah tidak ada lagi tarif PPh 21 naik 20% kalau tidak punya NPWP. Jadi harus memasukan 
NPWP atau minimal NIK. Sehingga ini berarti tidak sesuai dengan UU yang ada.
NB: Semoga tentang tidak memiliki NPWP ini dapat diatur lebih lanjut untuk penegasannya.



Tambahan : Yang Baru di PER-2/PJ/2024 → 1721-VIII



Tambahan : Yang Baru di PER-2/PJ/2024 → 1721-VIII



Tambahan : eBupot PPh 21 - Web Based

Isu : Confidentiality
Kini telah ada pembagian 
“user perekam” di user 
eBupot PPh 21/26. 
Sehingga bisa hanya ada 
orang2 tertentu yang 
dapat merekam dan 
melihat detail data gaji.

Mari kita coba berkunjung ke aplikasi eBupot PPh 21/26 yang 
sudah dapat diakses di DJP Online WP Pemotong



Aktivasi Fitur eBupot 21/26 di Profil DJP Online 



eBupot 21/26 



Tab Dashboard



Tab Bukti Potong 



Rekam Pegawai
Bulanan Final/
Tidak Final



Rekam Bukti
Potong Pasal 26



Impor Data 
Bukti Potong



Posting Data PPh 21 



SPT Masa - Perekaman Bukti Penyetoran 



SPT Masa - Penyiapan SPT Masa PPh 21/26



Pengaturan Penandatangan 



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – Buat Auth Key 
(Untuk otorisasi ke PJAP)



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – 
Tambah Perekam



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – 
Tambah Perekam



 Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - Verifikasi Perekam



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - Berhasil Verifikasi 
Perekam → perekamebupot2126.pajak.go.id



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - Login ke 
perekamebupot2126.pajak.go.id menggunakan NPWP Pemotong, 
NPWP Perekam dan Password Perekam



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – di perekamebupot2126.pajak.go.id
Tampilan Tab “Bukti Potong” Dashboard Perekam (Tidak bisa posting)



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – di perekamebupot2126.pajak.go.id
Tampilan Tab “SPT Masa” Dashboard Perekam



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - di 
perekamebupot2126.pajak.go.id
Tampilan Tab “Pengaturan” Dashboard Perekam → Ganti Password 



Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (1)

Karyawan belum resign, rekam “Bupot Bulanan”. Karyawan resign, rekam “Bupot Tahunan 
A1” pada bulan karyawan tersebut resign. Di masa Desember, rekam “Bupot Tahunan A1”.



Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (2)



Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (3)



Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (4)



Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (5)



Tambahan Opsi Sertel p12 ketika Submit SPT



Opsi Kode Verifikasi ketika Submit SPT Tetap Ada



14. Menggunakan Gross Up? (Ya/Tidak)

15. Penghasilan Bruto (Diisi total penghasilan bruto yang 
diterima dalam sebulan, tidak perlu dirinci apa saja)

16. Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya? 
(Ya/Tidak)

17. Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya

18. Mendapatkan Fasilitas ? (N/SKB/DTP)
19. Nomor SKB/Nomor DTP

Keterangan: NPWP atau NIK, pilih salah satu. Jika NPWP 
sudah diisi, NIK tidak usah diisi. Jika NIK, nama penerima 
dan alamat sudah diisi, NPWP tidak usah diisi.

Sheet: Rekap, berisikan:

1. Tahun Pajak
2. Masa Pajak
3. Jumlah Bukti Potong PPh Pasal 21
4. Jumlah Bukti Potong PPh Pasal 26

Jumlah bukti potong harus sama dengan sheet sebelah.

Sheet: 21, berisikan:

1. Nomor
2. Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)
3. Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK)
4. NPWP (tanpa format/tanda baca)
5. NIK (tanpa format/tanda baca)
6. Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK
7. Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK
8. Kode Objek Pajak
9. Penandatangan Menggunakan? (NPWP/NIK)

10. NPWP Penandatangan (tanpa format/tanda baca)
11. NIK Penandatangan (tanpa format/tanda baca)
12. Kode PTKP
13. Pegawai Harian? (Ya/Tidak)

Tambahan :  Format Upload Bulanan (Format .XLSX)



Sheet: 26, berisikan:

1. Nomor
2. Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)
3. TIN (dengan format/tanda baca)
4. Nama Penerima Penghasilan
5. Alamat Penerima Penghasilan
6. No Paspor Penerima Penghasilan
7. Kode Negara
8. Penandatangan Menggunakan? (NPWP/NIK)
9. NPWP Penandatangan (tanpa format/tanda 

baca)
10. NIK Penandatangan (tanpa format/tanda 

baca)
11. Penghasilan Bruto
12. Mendapatkan Fasilitas ? (N/SKD)
13. Nomor Tanda Terima SKD
14. Tarif SKD

TIN (Tax Identification Number) tidak divalidasi.

Tambahan :  Format Upload Bulanan (Format .XLSX)



17. Penandatangan Menggunakan? (NPWP/NIK)
18. NPWP Penandatangan (tanpa format/tanda baca)
19. NIK Penandatangan (tanpa format/tanda baca)
20. Penghasilan Bruto Masa Pajak Terakhir (Des/Masa Resign)
21. Gaji/Pensiun
22. Tunjangan PPh
23. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb
24. Honorarium dan Imbalan Lainnya
25. Premi Asuransi dibayar Pemberi Kerja
26. Penerimaan Natura dan Kenikmatan Lainnya
27. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, THR
28. Biaya Jabatan
29. Iuran Pensiunan THT JHT
30. Zakat/Sumbangan Keagamaan yang dibayar Pemberi Kerja
31. Penghasilan Neto Masa Pajak Sebelumnya
32. Perhitungan Jumlah Penghasilan Neto? 

(Setahun/Disetahunkan)
33. Kode PTKP
34. PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya
35. PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong masa pajak 

sebelumnya
36. PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong dan dilunasi pada 

selain masa pajak terakhir
37. PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong dan dilunasi pada 

selain masa pajak terakhir
38. Mendapatkan Fasilitas ? (N/DTP)
39. Nomor DTP

Sheet: Rekap, berisikan:

1. Tahun Pajak
2. Jumlah Bukti Potong A1

Jumlah bukti potong harus sama dengan sheet sebelah.

Sheet: A1, berisikan:

1. Nomor
2. Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)
3. Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK)
4. NPWP (tanpa format/tanda baca)
5. NIK (tanpa format/tanda baca)
6. Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK
7. Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK
8. Jenis Kelamin (L/P)
9. Status Kawin (TK/K/HB)

10. Jumlah Tanggungan (0/1/2/3)
11. Nama Jabatan
12. Karyawan Asing? (Ya/Tidak)
13. Kode Negara
14. Kode Objek Pajak
15. Masa Penghasilan Awal
16. Masa Penghasilan Akhir

Tambahan :  Format Upload Tahunan 1721-A1 (Format .XLSX)



Tambahan : Yang Harus Diperhatikan di eBupot PPh 21/26
Tarif PPh untuk Karyawan tanpa NPWP naik 20% saat ini di aplikasi 
eBupot PPh 21/26 sudah tidak lagi diakomodir. Aplikasi eBupot 
PPh 21/26 sudah tidak lagi mengakomodir NPWP 000 dan 
mengharuskan untuk menginput NPWP atau minimal NIK. Sehingga 
jika tidak ada NPWP atau NIK, maka tidak dapat membuat Bukti 
Potong dan memotong PPh 21. Apa alasannya? Di slide selanjutnya.

Sehingga, dengan kewajiban minimal input NIK, maka sekarang 
terdapat pekerjaan baru bagi HRD yaitu memastikan apakah Nama 
dan NIK pegawai itu sudah sesuai, apabila memang menggunakan 
NIK. 

Contoh: Nama saya sesuai KTP adalah "DANIEL WILLIAM LEGAWA". 
NIK saya 3171XXX dan jika nama saya hanya tertulis "DANIEL 
WILLIAM" saja tanpa LEGAWA, maka akan gagal divalidasi. Satu 
hurufpun salah maka akan gagal divalidasi. Misal DANIEL WILLIAM 
LEGAW itu juga akan gagal divalidasi. Jadi ini merupakan tambahan 
pekerjaan bagi team HRD untuk memastikan nama dan NIK itu 
sudah tervalidasi. Karena kalau tidak sesuai, maka akan muncul 
notifikasi seperti disamping kanan ini dan tidak bisa buat bukti 
potong. Catatan: Jika Pakai NPWP (15 digit) aman. Bahkan mengisi 
NPWP tanpa perlu mengisi nama dan alamat pun OK. Nama dan 
alamat akan terisi secara otomatis.



Kemudian saya berpikir, bukankah ini tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 21 ayat 5a 
yang secara ringkas mengatakan "Besarnya tarif yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 
20% daripada yang diterapkan ke Wajib Pajak yang memiliki 
NPWP"? Jadi seharusnya bila “penerima penghasilan” belum 
punya NPWP atau NIK-nya belum diaktivasi sebagai NPWP, tarif 
PPh-nya tetap harus naik 20%. Namun ternyata, logikanya kini 
dibalik.

Jadi begini, kalau dulu kepatuhan pajak dimulai dari "belakang ke 
depan". Jadi setiap orang (sebagai Subjek Pajak) akan mendaftar 
lalu mempunyai NPWP, memiliki pekerjaan, baru dipotong pajak 
penghasilan karyawan. Kalau tidak mempunyai NPWP, maka tarif 
PPh-nya akan naik 20%. Namun sekarang, kepatuhan pajak juga 
dimulai dari "depan ke belakang". Orang bekerja, ternyata tidak 
punya NPWP, tapi punya NIK, maka orang tersebut akan tetap 
kena tarif yang normal (sama seperti orang yang punya NPWP). 
Tetapi, data NIK orang tersebut akan masuk ke DJP dan DJP 
selaku Otoritas Pajak di Indonesia bisa "meng-NPWP-kan" orang 
tersebut secara jabatan. Ini tertera dengan jelas pada poin ke-8 
dari PENG-6 ini.

Pada tanggal 13 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak 
menerbitkan Pengumuman nomor PENG-6/PJ.09/2024 
(PENG-6) tentang “Penggunaan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Pada Sistem Administrasi Perpajakan”. 
Pengumuman ini menyampaikan beberapa hal 
mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWP dengan 
format 16 (enam belas) digit baru yang dapat 
digunakan pada layanan administrasi perpajakan 
secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Jadi, sebagai pengguna aplikasi eBupot PPh 21/26, 
Pemberi Kerja sudah tidak dapat melakukan 
perekaman sang “penerima penghasilan” tanpa NPWP 
(Yang akan diinput NPWP nol sebanyak 15 digit) dan 
akan menggunakan tarif PPh lebih tinggi 20 persen. 
Minimal sang "penerima penghasilan" harus 
memberikan NIK dan walaupun NIK-nya belum 
diaktivasi sebagai NPWP, NIK tersebut tetap bisa 
digunakan untuk membuat bukti potong, tanpa tarif 
PPh yang lebih tinggi 20 persen. Ini sudah tertuang di 
poin 1a dan poin 7 PENG-6 ini. 

Tambahan :  Logika Baru Ekstensifikasi Perpajakan di Indonesia (1)



2. Wajib Pajak Pemberi Kerja/WPPK (yang merupakan pemotong 
PPh 21/26) sekarang menjadi penyuplai data NIK kepada 
Pemerintah dan WPPK akan membantu dan menjadi 
perpanjangan tangan Pemerintah untuk melakukan proses 
ekstensifikasi. Ekstensifikasi ialah kegiatan pengawasan yang 
dilakukan oleh Otoritas Pajak terhadap Subjek Pajak yang sudah 
memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

 

3. Sejak terlahir di Indonesia dan masuk ke dalam akta keluarga, 
setiap orang Indonesia pasti punya NIK. Tapi belum tentu orang 
tersebut punya NPWP. Sekarang dengan adanya kebijakan ini, 
maka akan memaksa orang tersebut menjadi terekspos NIK 
dan penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, celah 
penghindaran pajak akan semakin tertutup, serta kedepannya 
mungkin akan timbul banyak "Pengaktifan NPWP secara jabatan".

Sehingga kini logikanya adalah: Orang yang bekerja itu 
harusnya punya NPWP. Jadi tidak perlu naik 20% tarif 
pajaknya. Sehingga kalau dia belum punya NPWP, 
NIK-nya dapat diaktivasi oleh DJP untuk menjadi NPWP. 
Jadi, dengan logika yang baru ini, apa yang tertulis di 
pasal 21 ayat 5a UU PPh seperti "dianulir".

Sehingga apa yang dapat kita simpulkan dari PENG-6 
ini, ada 3 poin penting:

1. Penerimaan negara akan berkurang karena tarif 
PPh 21 lebih tinggi 20% tidak berlaku lagi. Ini dapat 
menjadi evaluasi penerimaan negara oleh kementerian 
yang terkait kedepannya. Tapi, negara akan 
mendapatkan data NIK orang-orang yang menerima 
penghasilan. Kalau NIK tersebut dicek belum aktif 
NPWP-nya, maka bisa diaktivasi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Jadi disini dapat disimpulkan 
bahwa bukankah “data is king"?

Tambahan :  Logika Baru Ekstensifikasi Perpajakan di Indonesia (2)



Tambahan :  Dua Kolom Baru di Format Upload e-Bupot PPh 21/26

Dua kolom P & Q ini hanya berfungsi ketika 
menggunakan Kode Objek Pajak 21-401-01 
dan 21-401-02. (Untuk Pesangon)

Kesimpulan: Jika tidak ada pembayaran pesangon,
1. Kolom P dapat dikosongkan saja (tidak usah diisi apapun)
2. Kolom Q dapat dikosongkan saja (tidak usah diisi apapun)

Demikian, Semoga Bermanfaat dan Terima Kasih

Seperti ini:



Tambahan :  Fitur “Delete All” di e-Bupot PPh 21/26 sudah ada
Cara Menggunakan Fitur “Delete All”:
1. Klik tab “Bukti Potong”
2. Pilih Periode Pajak
3. Pilih Bulanan/Final/Tidak Final/Tahunan
4. Pilih mau Tampilkan berapa entri (5, 25, 

50 atau 100 entri)
5. Di samping periode ada kotak kuning, 

silakan diklik
6. Setelah diklik akan muncul tulisan “Item 

Terpilih X item: Hapus Item Terpilih”
(X adalah jumlah item terpilih) - Harap diperhatikan, bisa 

dipilih juga yang item-item yang tidak mau dihapus

7. Setelah itu bisa klik item “Hapus Item 
Terpilih”, dan setelah itu akan terhapus.



History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26
1. Versi 1.0 rilis pada tanggal 21 Januari 
2024
Fitur awal yg dirilis, yaitu:
a. Create Bukti Potong melalui skema 
impor maupun key in
b. Create ID Billing
c. Menu Submit SPT
d. Masih terbatas pada bukti potong 
bulanan
e. Kenaikan tarif 20% sudah tidak berlaku
f. Ada fitur Auth Key untuk PJAP

2. Versi 1.1 rilis pada tanggal 1 Februari 
2024
Penambahan Fitur, yaitu:
a. User Perekam – Pemisahan akses 
antara User Perekam (pihak yang
memiliki akses atas data gaji 
(confidential) dan User DJP Online
(pihak yang bertanggung jawab atas 
pelaporan SPT (bagian
perpajakan)).

3. Versi 1.2 rilis pada tanggal 16 Februari 2024
Penambahan Fitur, yaitu:
a. Bisa download secara massal bukti potong di 
user perekam
b. Penambahan Akumulasi bruto bukti potong 
Final (pesangon/manfaat
pension)
c. Pembuatan Bukti Potong A1 Tahunan untuk 
pegawai tetap masa Desember & pegawai 
resign di tengah tahun
d. Generate kode billing dan rekam setoran pada 
user perekam
e. Hanya menampilkan daftar bukti potong yg 
masih aktif (status hapus
dan batal tidak dimunculkan).

4. Versi 1.3 rilis pada tanggal 1 Maret 2024
Penyempurnaan Bugs, yaitu:
a. Export All Bupot – File Excel;
b. Edit data saat ubah bupot;
c. Kesalahan isi SPT Pembetulan pada Induk 
(poin 15 dan 16);
d. Tampilan nilai PPh minus untuk kode objek 
pajak 21-100-01 dan 21-
100-01 di bupot Tahunan A1;
e. Validasi tanggal Bupot saat rekam bukti 
potong lewat loader.

Yang diharapkan agar muncul di 
e-Bupot PPh 21/26 versi berikutnya:
1. Fitur “Hapus Semua”. Saat ini 

fitur “Hapus” harus pilih periode, 
lalu klik satu-persatu, sehingga 
membutuhkan banyak waktu.

2. Opsi User Interface, agar dapat 
dipilih tertampil bulan 
sebelumnya, bukan bulan ini, 
ketika membuka Bukti Potong.

3. Fitur Rekam Bupot NIK agar bisa 
di improve ketika rekam Bukti 
Potong bisa mencarikan nama 
lengkap sesuai NIK-nya.

4. Di User Perekam agar bisa 
hapus/ganti email perekam. 
Agar ketika pegawai perekam 
tersebut resign, bisa 
didelegasikan ke pegawai 
perekam selanjutnya.

5. Menu “Search” pada kolom 
Daftar Bukti Potong. Sangat 
dibutuhkan untuk mengedit 
karyawan bila jumlah karyawan 
berjumlah ratusan/ribuan, tidak 
perlu cari satu-persatu.



History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26
5. Versi 1.4 rilis pada tanggal 16 Maret 
2024
Penambahan Fitur dan Penyempurnaan 
Bugs, yaitu:
a. Update data sumber validasi NIK 

untuk perekaman bupot
b. Penambahan opsi sertifikat 

elektronik (.p12) dalam submit SPT 
Masa PPh 21 (kondisi eksisting 
hanya menggunakan kode verifikasi 
via email server)

c. Beberapa Bug Fixes



History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

6a. Versi 2.0 rilis pada bulan Juli 2024
● Penambahan penggunaan NPWP 16 digit/NITKU 22 digit sejak masa Juli 2024 pada kolom 

Identitas Wajib Pajak yang dipotong (NPWP 15 digit masih tetap diakomodir).



History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

6b. Versi 2.0 rilis pada bulan Juli 2024
● Fitur baru dalam pembuatan bukti potong PPh 21 oleh pemotong yang kini mendistribusikan  secara otomatis 

setiap bukti potong yang dibuat ke akun DJP Online pihak yang dipotong. Sehingga pemotong tidak perlu repot 
lagi mencetak atau mengirimkan secara manual bukti potong dimaksud ke pihak yang dipotong.



Perbandingan Aplikasi PPh 21/26 Dulu & Sekarang
Dulu

1. Menggunakan e-SPT & e-Filing CSV
2. Perlu menginstal aplikasi e-SPT PPh 

21 secara offline
3. Harus login di komputer yang 

terinstal aplikasi e-SPT PPh 21
4. Tidak perlu tersambung dengan 

internet untuk membuat bukti potong 
dan SPT Masa PPh 21

5. Jika ada update, perlu melakukan 
update secara manual di komputer

6. Untuk lapor SPT, perlu untuk upload 
file CSV ke DJP Online/PJAP

7. Lebih banyak yang perlu di-manage
(database, komputer, instal aplikasi)

Sekarang

1. Menggunakan e-Bupot Web Based
2. Tidak perlu menginstal aplikasi 

apapun (Web Based)
3. Bisa login di komputer manapun 

selama tersambung dengan internet
4. Harus tersambung dengan internet 

untuk membuat bukti potong dan 
SPT Masa PPh 21

5. Jika ada update, akan terupdate 
secara otomatis di Web Based

6. Untuk lapor SPT, cukup dengan satu 
kali klik saja dalam e-Bupot PPh 21

7. Lebih sedikit yang perlu di-manage
(Tanpa database & bisa dimanapun)



BONUS

Sebagaimana diatur dalam PMK 66 
tahun 2023

Natura dan 
Kenikmatan



1. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU no 7 tahun 2021)
“Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura 
dan/atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.”

2. Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2022
“Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan 
objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

3. Peraturan Menteri Keuangan no PMK 66 th 2023
“Peraturan Teknis yang mengatur Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau 
Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau 
Kenikmatan”

Dasar Hukum Natura & Kenikmatan



Konsep natura dan kenikmatan

Kriteria Sebelum UU HPP Setelah UU HPP

Pasal 9 (Non 
Deductible Expense)

Non Deductible Expense Dihapus

Pasal 6 (Deductible 
Expense)

Tidak diatur Menjadi Deductible Expense
(Asalkan 3M di PP 55)

Pasal 4 ayat 3 (Non 
Taxable Income)

Hampir semuanya adalah 
Non Taxable Income

Hanya 5 kriteria yang Non 
Taxable Income

Pasal 4 ayat 1 
(Taxable Income)

Tidak diatur Menjadi Taxable Income (bagi 
sang penerima)









Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak















1. Perusahaan perlu memperhatikan pencatatan pos-pos biaya, terutama yang 
mengandung pemberian manfaat kepada karyawan. Dan pos biaya ini bisa saja tidak 
hanya merupakan biaya gaji/karyawan.

2. Perusahaan perlu memaksimalkan penggunaan “Rincian Natura Bebas Pajak” dan 
“Batasan dan Nilai Tertentu”, agar tidak perlu mengenakan tambahan PPh 21 pada 
karyawan (Non Taxable).

3. Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi gaji antara pos SPT PPh Pasal 21 dengan 
pos-pos biaya perusahaan, agar memastikan semua biaya manfaat sudah dipotong 
PPh 21 dengan tepat dan tidak menjadi tambahan pajak di masa yang akan datang.

4. Jika tidak dapat menghindar dari pemberian natura yang dipotong PPh 21, 
perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan “Benefit in Cash” dan/atau 
penggunaan instrumen “Tunjangan Pajak PPh 21”.

5. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua pemberian natura kepada karyawan 
termasuk dalam prinsip 3M (Menagih Memelihara dan Mendapatkan) penghasilan, 
agar dapat dibiayakan dalam PPh Badan (Deductible Expense).

Apa yang perlu diperhatikan tentang Natura & Kenikmatan



BONUS

Coretax adalah sebuah sistem yang 
menyatukan semua aplikasi 

perpajakan dalam 1 Web Coretax

Coretax
(Pembaruan Sistem Inti Administrasi 

Perpajakan)



Untuk membuat bukti potong PPh 21 nantinya akan ada di fitur khusus 
e-Bupot, yang terbagi menjadi:
1. Bukti Pemotongan Pegawai Tetap
2. Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
3. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Berbeda dengan aplikasi e-Bupot PPh 21 yang menggabungkan bupot PPh 21 
dengan SPT-nya, nantinya SPT akan ada di fitur terpisah,

Keunggulannya, sudah tidak perlu posting lagi. Semuanya akan terposting 
secara otomatis ke menu SPT.

Sekarang kita akan lihat simulator Coretax DJP yang bisa dilihat di laman → 
https://portalwp-simulasi.pajak.go.id/ 

Perubahan Yang Akan Coretax Bawa untuk PPh 21

https://portalwp-simulasi.pajak.go.id/




Bukti Pemotongan Pegawai Tetap



Bukti Pemotongan Pegawai Tetap



Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap



Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap



Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir



Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir



Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir



Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir



SPT Masa PPh 21 Era Coretax



SPT Masa PPh 21 Era Coretax - Induk



SPT Masa PPh 21 Era Coretax - Induk



SPT Masa PPh 21 Era Coretax - Induk



SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-IA)



SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-IB)



SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-II)



SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-III)



1. Untuk cara menghitung tetap sama dengan PPh 21 era eBupot PPh 21
2. Aplikasi eBupot PPh 21-nya yang akan dipindahkan ke Coretax
3. Akan ada pemisahan antara buat Bupot PPh 21 dengan buat dan lapor SPT
4. Proses bisnis yang perlu diperhatikan adalah dengan cara impor data 

pegawai dan hitungan pajak, di era Coretax akan menggunakan format 
XML, bukan lagi XLSX, seperti saat ini di e-Bupot PPh 21.

5. Proses bisnis yang perlu diperhatikan juga adalah tidak ada lagi WP Cabang. 
Yang ada hanyalah NITKU. Sehingga masing-masing cabang hanya bisa 
membuat Bupot PPh 21 dan yang melaporkan adalah Kantor Pusat.

6. Proses bisnis yang perlu diperhatikan juga adalah tentang penyetoran 
pajak. Ada pilihan baru menggunakan “Tax Deposit Account” atau ID Billing 
yang jadi satu untuk kekurangan bayar SPT PPh 21 pada bulan tersebut.

7. Last but not least, “Perekam Bupot PPh 21” belum terlihat cara 
penggunaannya di Coretax. Semoga nanti akan tetap ada.

Apa yang perlu diperhatikan tentang PPh 21 era Coretax











Link Materi Lengkap TER PPh 21

https://bit.ly/MateriTERPPh21 

Feel Free to Access & Share

https://bit.ly/MateriTERPPh21


Link Info Update Perpajakan

https://bit.ly/PajakManiaBroadcasting2   

Feel Free to Join & Share

https://bit.ly/PajakManiaBroadcasting2


Link Worksheet Premium TER PPh 21

https://bit.ly/DonasiBicaraPajak 

Feel Free to Access & Share

https://bit.ly/DonasiBicaraPajak


TERIMA
KASIH



1. https://bit.ly/BahanPMK66 
2. https://bit.ly/MateriTERPPh21 
3. https://bit.ly/PER06eFaktur40
4. https://bit.ly/CoretaxMaterial 

https://bit.ly/BahanPMK66
https://bit.ly/MateriTERPPh21
https://bit.ly/PER06eFaktur40
https://bit.ly/CoretaxMaterial

